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KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
WORKSHOP PENGUATAN PENGELOLAAN 
FISKAL DAN EKONOMI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

A. Latar Belakang
1. Dasar hukum
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini memandatkan adanya pengembangan kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah, serta keterlibatan aparat pengawas intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melakukan pengawasan intern atas rancangan APBD ataupun pelaksanaan atas APBD, dan melakukan penguatan kapabilitas terhadap aparat pengawas intern Pemerintah Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan fiskal, termasuk di dalamnya menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro serta tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang di dalamnya diatur mengenai redesain instrumen utama desentralisasi fiskal dan sinergi kebijakan fiskal pemerintah pusat dengan daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 35  Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
f. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
k. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Manajemen Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

2. Gambaran umum
Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas Tahun 2045 untuk menjadi negara maju berpendapatan tinggi, Indonesia harus mampu keluar dari middle income trap, di mana untuk mencapai hal tersebut, Indonesia menargetkan adanya pertumbuhan ekonomi di atas 5% hingga 8% per tahun secara berkelanjutan. Perekonomian daerah dan pembangunan kewilayahan menjadi salah satu faktor kuat penopang perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu didorong dan dikuatkan untuk dapat mengoptimalkan perekonomiannya. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengelola berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan, di antaranya masih terdapatnya dana mengendap dari SILPA yang cukup besar, belanja daerah yang kurang berdampak, lambatnya dan rendahnya pelaksanaan penyerapan belanja daerah, kurang optimalnya pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), banyaknya idle asset/Barang Milik Daerah (BMD) yang pemanfaatnyaa belum optimal, rendahnya aksesabilitas pemda terhadap sumber pembiayaan daerah, masih rendahnya kualitas investasi daerah, masih lemahnya pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah, serta ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD).
Untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan tersebut, Kementerian Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) bersama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berupaya terus memperkuat kompetensi pengelola keuangan negara/daerah melalui program pembelajaran yang berdampak tinggi bagi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah (APKD) yang tersebar di seluruh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan kompetensi tersebut, bagi level Pimpinan Daerah akan diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah yang diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman strategis pada level Pimpinan Pemerintah Daerah terkait perbaikan penyusunan kebijakan dan pengelolaan dari sisi perencanaan anggaran, pelaksanaan belanja, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, pembiayaan dan investasi daerah, serta penerapan manajemen risiko dan penguatan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah adalah para stakeholder sebagai berikut.
1. Kementerian Keuangan:
a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK); 
b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
d. Direktorat Jenderal Pajak (DJP); dan
e. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
2. Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
3. Pemerintah Daerah:
a. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
b. Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD/BKAD/BKD pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya, meliputi:
a. Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
b. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. 

C. Bentuk Program
	Materi Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah meliputi:
	No
	Materi
	Deskripsi Materi/ Kompetensi Dasar
	Leading Indicator
	Durasi (JP)
	Narasumber/ Pemateri

	1
	Executive Dialogue 
	Current Issue Pengelolaan Fiskal dan Keuangan Daerah
	Pemahaman Isu-isu terkini terkait pengelolaan keuangan daerah
(idle cash, dsb.)

	2
	Diskusi Panel
1. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri
3. Rektor IPDN 

	2
	Integrasi perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan anggaran yang berkualitas
	1. Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah (DJPK)
	1. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu perencanaan anggaran
2. Peningkatan kualitas belanja daerah

	3
	Diskusi Panel
1. Direktur Sistem Perimbangan Keuangan, DJPK, Kemenkeu
2. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuda, Kemendagri
3. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Bappenas

	
	
	2. Penyusunan Program Prioritas Daerah yang Selaras dengan Agenda Nasional (Kemendagri)
	
	
	4. 

	
	
	3. Penguatan Pilar Penganggaran Berbasis Kinerja (Bappenas)
	
	
	5. 

	3
	Belanja daerah sebagai pengungkit pertumbuhan: Fiscal multiplier belanja daerah, Realokasi APBD ke belanja produktif.
	1. Peran belanja daerah dalam perekonomian daerah (DJPK)
	Peningkatan perilaku belanja daerah/ Pemerataan periodisasi belanja daerah (belanja daerah tidak menumpuk di akhir tahun)

	3
	Diskusi Panel
1. Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, DJPK
2. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Bappenas
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJPb, Kemenkeu




	
	
	2. Dampak Belanja Daerah terhadap Capaian Sektoral (Bappenas)
3. Multiplier Effect dari Belanja Daerah pada Pertumbuhan  Ekonomi Daerah (Bappenas)
	
	
	

	
	
	4. Realokasi belanja ke belanja yg lebih produktif dan mempercepat pertumbuhan (DJPb)
5. Percepatan Realisasi Belanja melalui Perencanaan Berbasis Logic Model (DJPb)

	
	
	

	4
	Manajemen Kas dan Strategi Percepatan Realisasi Belanja Daerah
	1. Manajemen Kas Daerah (DJPb)
	Penurunan saldo simpanan Pemda yang tidak produktif di perbankan (Idle Cash).

	2
	Diskusi Panel
1. Direktur Pengelolaan Kas Negara, DJPb, Kemenkeu
2. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, LKPP
3. Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP

	
	
	2. Realisasi Belanja (LKPP)
3. Prinsip Value for Money dalam Percepatan Penguatan Tata Kelola (Governance) dalam Penyerapan Anggaran (LKPP)
	
	
	

	
	
	4. Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Belanja Berbasis Data (BPKP)
	
	
	

	5
	Penggalian Potensi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
	1. Overview Kebijakan (DJPK)
2. Urgensi Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah (DJPK)


	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

	2
	Diskusi Panel
1. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK, Kemenkeu 
2. Direktur Ekstensifikasi & Penilaian, DJP, Kemenkeu
3. Kepala Pusdiklat Pajak, BPPK, Kemenkeu



	
	
	3. Peta Potensi dan Ekonomi Daerah (DJP)
4. Sinergi penggalian potensi pajak Pusat dan Daerah serta success story (DJP)
	
	
	4. 

	
	
	5. Penyiapan Kompetensi SDM PDRD (BPPK)
	
	
	5. 

	6
	Strategi Optimalisasi Pemanfaatan BMD (Leveraging assets)
	1. Aset sebagai Revenue Center (DJKN)
	
	2
	Diskusi Panel
1. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, DJKN, Kemenkeu
2. Direktur BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Prov DKI Jakarta 



	
	
	2. Best Practice Optimalisasi Aset Daerah: Implementasi perencanaan pemanfaatan aset daerah, Urgensi penyusunan pedoman pemanfaatan aset  daerah, simulasi perhitungan pendapatan atas pemanfaatan (Kemendagri)
	
	
	

	
	
	3. Leveraging Aset Daerah: Pengenalan konsep leveraging assets, Kolaborasi dalam ekosistem leveraging assets (Provinsi DKI Jakarta)
	
	
	

	7
	Strategi Optimalisasi Pembiayaan Utang Daerah serta Investasi Daerah dan Peluang KPBU di Daerah melalui Penjaminan Infrastruktur 
	1. Strategi Pembiayaan bagi Keuangan Daerah (Dir. P2D)
2. Batas maksimal kumulatif defisit daerah Daerah (Dir. P2D)
	1. Peningkatan investasi daerah dan/atau creative financing
2. Peningkatan kemampuan Pemda untuk mengakses pembiayaan
3. Peningkatan Jumlah KPBU dengan Dukungan Penjaminan Infrastruktur

	2
	Diskusi Panel
1. Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, DJPK, Kemenkeu  
2. Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri
3. Direktur Utama PT. PII



	
	
	4. Pembiayaan Utang Daerah (Dir. Fasilitasi Transfer dan Pembaiyaan Utang Daerah)
5. Strategi Creative/Blended Financing/Sinergi Pendanaan (Dir. Fasilitasi Transfer dan Pembaiyaan Utang Daerah)
6. Investasi Daerah (Dir. Fasilitasi Transfer dan Pembaiyaan Utang Daerah)
	4. 
	
	

	
	
	7. Peluang KPBU dengan Dukungan Penjaminan Infrastruktur (PT. PII)
	5. 
	
	

	8
	Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi

	1. Urgensi nilai integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (KPK)
2. Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia (KPK)
	Peningkatan Indeks Integritas / Maturitas SPIT pada Pemerintah Daerah

	2
	Diskusi Panel
1. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, KPK 
2. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP
3. Inspektur VII, Itjen Kemenkeu

	
	
	3. Implementasi Sistem pengendalian intern terintegrasi di pemerintah daerah (BPKP)
	
	
	4. 

	
	
	4. Konsep Model Tiga Lini dalam pengendalian intern (Itjen Kemenkeu)
	
	
	5. 

	9
	Simulasi Penyusunan Kebijakan Penguatan Keuangan Daerah
	Perumusan strategi/ asesmen/action plan terkait perbaikan pengelolaan keuangan daerah

	Perbaikan/ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
	2
	Widyaiswara BPPK



D. Rencana Pelaksanaan Program
Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah terbagi dalam beberapa aktivitas kunci sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Program
Kegiatan Workshop akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja pada tanggal 11 s.d. 12 Februari 2026 bertempat di Pusdiklat Pajak, Jalan Sakti Raya No. 1, Kemanggisan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. 
2. Sasaran Peserta
Sasaran peserta Workshop adalah manajemen eksekutif pada Pemerintah Daerah, yaitu Sekretaris Daerah dan Kepala/Pimpinan Badan/Dinas Badan/Dinas yang membidangi pengelolaan keuangan/aset/investasi Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam hal ini tidak dapat diwakilkan).
3. Rencana Susunan Acara 
Susunan acara Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Adalah sebagai berikut.
	Waktu
	Durasi (menit)
	Uraian Kegiatan
	Narasumber dan Fasilitator (Tentatif)

	Rabu, 11 Februari 2026

	07.00 - 07.45
	45’
	Registrasi Peserta
	Panitia

	07.45 - 07.48
	3’
	Pembukaan oleh MC
	MC

	07.48 - 07.51
	3’
	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
	Panitia

	07.51 - 07.54
	3’
	Pembacaan Doa
	Pembaca Doa

	07.54 - 08.00
	6’
	Puisi
	Pembaca Puisi: Wendi Nurhayat

	08.00 - 08.15
	15’
	Pembukaan 
	Plt. Kepala BPPK

	08.15 - 08.30
	15’
	Welcoming Speech
	Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu

	08.30 - 09.00
	30’
	Keynote Speech 
	Wakil Menteri Keuangan: 
Bpk. Suahasil Nazara

	09.00 – 10.00
	60’
	Executive Dialogue: Current Issue Pengelolaan Fiskal dan Keuangan Daerah
	Diskusi Panel
1. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri
3. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Moderator: 
Noor Cholis Madjid

	10.00 - 10.15
	15’
	Coffee Break and Networking
	-

	10.15 – 10.20
	5’
	Pengarahan Program
	BPPK

	10.25 – 10.30
	10’
	Pre-test
	BPPK

	10.30 - 12.45
	135’
	Sesi Materi: Integrasi perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan anggaran yang berkualitas
	Diskusi Panel
1. Direktur Sistem Perimbangan Keuangan, DJPK, Kemenkeu
2. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri
3. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Bappenas

Moderator: Noor Cholis Madjid (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)

	12.45 - 13.45
	60’
	Ishoma
	

	13.45 - 16.00
	135’
	Sesi Materi: Belanja daerah sebagai pengungkit pertumbuhan: Fiscal multiplier belanja daerah, Realokasi APBD ke belanja produktif.
	Diskusi Panel:
1. Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJPb, Kemenkeu
2. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Bappenas
3. Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, DJPK

Moderator: Achmat Subekan (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)

	16.00 - 16.30
	30’
	Ishoma
	

	16.30 - 18.00
	90’
	Sesi Materi: Manajemen Kas dan Strategi Percepatan Realisasi Belanja Daerah
	Diskusi Panel:
1. Direktur Pengeolaan Kas Negara, DJPB, Kemenkeu
2. Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan  Umum, LKPP

Moderator: Tohirin (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)

	Kamis, 12 Februari 2026

	08.00 - 09.30
	90’
	Sesi Materi:
Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi

	Diskusi Panel:
1. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, KPK
2. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP.
3. Inspektur VII, Inspektorat Jenderal, Kemenkeu

Moderator: Jamila Lestiyowati (Widyaiswara Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen)

	09.30 - 09.45
	15’
	Coffee Break
	

	09.45 - 11.15
	90'
	Sesi Materi:
Strategi Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Diskusi Panel:
1. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK, Kemenkeu
2. Direktur Ekstensifikasi & Penilaian, DJP, Kemenkeu
3. Kepala Pusdiklat Pajak, BPPK, Kemenkeu

Moderator: Rakhmindyarto (Widyaiswara Pusdiklat Pajak)

	11.15 - 12.45
	90'
	Sesi Materi:
Strategi Optimalisasi Pemanfaatan BMD (Leveraging assets/BMD)
	Diskusi Panel:
1. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, DJKN, Kemenkeu
2. Direktur BUMD, BLUD, dan BMD, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri
3. Badan Pengelolaan Aset Daerah Prov DKI Jakarta

Moderator: Koko Inarto
(Widyaiswara Pusdiklat Keuangan Publik)

	12.45 - 13.45
	60'
	Ishoma
	

	13.45 - 15.15
	90’
	Sesi Materi:
Strategi Optimalisasi Pembiayaan Utang Daerah serta Investasi Daerah dan Peluang KPBU di Daerah melalui Penjaminan Infrastruktur

	Diskusi Panel
1. Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, DJPK, Kemenkeu 
2. Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah
3. Direktur Utama PT. PII

Moderator: Puji Agus (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) 

	15.15 - 15.30
	15’
	Coffee Break
	

	15.30 - 15.45
	15’
	Post-test
	BPPK

	15.45 - 17.15
	90’
	Simulasi Penyusunan Kebijakan Penguatan Keuangan Daerah
	Tim Widyaiswara Pusdiklat AP, Pusdiklat Pajak, dan Pusdiklat KP

	17.15 - 17.35
	20’
	Closing Ceremony 
	Dirjen Perimbangan Keuangan / Plt. Kepala BPPK



4. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran melalui mekanisme pengukuran dampak pembelajaran dengan menggunakan kritera-kriteria (leading indicator) perbaikan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi dilakukan antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Pemerintah Daerah akan diberikan pendampingan dalam bentuk coaching, mentoring, bimbingan teknis dan/atau sejenisnya oleh Unit Pusat Kemenkeu (DJPK, DJP, DJPb, DJKN, dan BPPK) maupun Unit Vertikal Kemenkeu di daerah (Kanwil DJP, Kanwil DJPb, Kanwil DJKN, Kanwil DJPb, KPP, KPPN, KPKNL, dan BDK) serta Unit Eksternal Kemenkeu terkait (BPKP, dll.). 
Pemerintah Daerah yang menunjukkan perbaikan pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi perencanaan anggaran, pelaksanaan belanja, optimalisasi pendapatan, pengelolaan dan pemanfaatan aset, serta pengelolaan pembiayaan dan investasi dapat dipertimbangkan untuk diberikan insentif berupa Dana Insentif Fiskal Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, setelah rangkaian pembelajaran selesai, kegiatan pendampingan akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala melalui pemanfaatan Community of Practices (CoP) Pengelola Keuangan Daerah yang diampu oleh BDK dengan melibatkan Unit Pusat dan Unit Vertikal Kemenkeu di daerah. 
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah.
	
	
	 

	
	
	Jakarta, 5 Februari 2026
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